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Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif 















ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ 
Kha 
Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ Apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
xii 
 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, makaditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabunga nhuruf, yaitu : 
 


















Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 



















a dan garis di atas 
  




i dan garis di atas 
 
  




u dan garis di atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinyaa dalah [t]. 
Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbutah 
itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulanga 
nhuruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf يber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah da nakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransli terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 






Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 











Nama  : Kurniawan Anshar 
Nim  : 10200114058 
Judul Skripsi : “Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus 
 Terhadap    Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar)” 
 
 Skripsi yang berjudul Golput dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi 
kasus terhadap perilaku politik masyarakat Kota Makassar) ini berisi tentang 
bagaimana eksistensi golput di wilayah Kota Makassar. Masyarakat di Kota 
Makassar menganggap golput adalah suatu bentuk perilaku politik yang sudah 
sangat awam terjadi. 
 Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode yuridis, 
sosiologis dengan mengamati gajala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat 
berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku golput di 
Kota Makassar pada saat ini terbilang sangat tinggi. Hal ini berdasarkan data KPU 
(Komisi Pemilihan Umum) yaitu dari 990.836 jiwa yang terdaftar sebagai DPT 
(Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2018 hanya 60% yang memberikan hak 
pilihnya sementara yang memilih golput yaitu 406.430 jiwa  
 Implikasi dari penelitian ini agar dapat menekan angka golput maka KPU 
sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja keras dalam mensosialisasikan 
pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu image baik/buruknya calon 
pemimpin sangat berpengaruh untuk mendorong masyarakat pergi ke bilik suara. 
 
 






A. Latar Belakang Masalah 
 Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang 
mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para 
ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya 
Baiat al-Nuqabâ‟ (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw 
di „Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas 
orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. 
Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada 
Rasulullah Saw.dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon kepada Nabi 
Saw agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun 
minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan 
isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, 
selanjutnya Nabi bersabda bahwa Kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan 
kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga 
masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.
1
 
 Teori politik Islam memiliki konsep dasar Al Aḥlak asiyasah Al Islami yang 
menyatakan bahwa ”kedaulatan ada di tangan Allah SWT”, bukan di tangan manusia. 
Dalam Teori ini juga dijelaskan bahwa Islam bukanlah semata agama (a religion) 
namun ia merupakan sistem politik (a political system).
2
 
                                                 
1Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi (Jakarta: Gozian Press), h. 304-305. 
2Imam Hidajat, Teori-Teori Politik Islam (Malang: Setara Press, 2009), h. 141. 
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Selain itu juga, Allah berhak membentuk hukum bagi manusia, yang menentukan 
halal dan haram. Hukum dalam teori ini tentunya bukan hukum administratif 
melainkan hukum yang dimaksud adalah norma. Dalam hal ini manusia tentu saja 
boleh membuat suatu peraturan serinci mungkin, selama tidak bertentangan dengan 
ajaran Allah Swt.  
 Oleh karena itu, banyak dari kalangan umat Islam menolak Sistem demokrasi 
dan pada saat yang sama menolak pemilihan umum.
3
 Penolakan ini timbul di 
antaranya dari dua sisi. Pertama, ketika Islam diperbandingkan dengan demokrasi. 
Kedua, ketika dikatakan Islam bertentangan dengan demokrasi. Secara umum, 
membandingkan antara keduanya merupakan hal yang salah, seperti halnya 
menganggapnya saling bertentangan juga salah. Inilah masalah yang membutuhkan 
klarifikasi dan penjelasan lebih dalam . 
 Menurut Al-Mawardi, Imāmah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian 
dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan 
islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat 
dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. 
Di kalangan pemikir-pemikir islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-
20. Sementara dalam praktiknya, para khalifah didunia Islam mempunyai kapasitas 
sebagai pemimpin agama dan pemimipin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian 




                                                 
 3Yusuf Al-Qardhawy, Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah (Jakarta: pustaka 
al-Kaustar, 2000), h.14. 
4Muhammad Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam (Kairo: Dar al-Katib al-„Arabi),  h. 18. 
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 Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, namun bukan merupakan sebuah negara islam. Sistem pemerintahannya adalah 
Republik presidensial yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam 
menjalankan roda pemerintahan, negara ini dipimpin oleh seorang Presiden sebagai 
kepala negaranya yang dipilih oleh rakyat Indonesia. 
 Pada Pemilu saat ini, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak 
pilihnya. Setiap Pemilu dari tahun ke tahun muncul istilah Golput (golongan putih), 
yang mana Golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan 
suara pada Pemilu. Padahal Pemilu itu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan 
mereka, yang mana dengan Pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya 
diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-




 Atas dasar alasan diatas maka orang-orang tersebut mengatasnakan dirinya 
sebagai golongan putih yang selama ini sering kita kenal dengan istilah (GOLPUT). 
Sejak adanya istilah tersebut khususnya di era reformasi maka tingkat terjadinya 
golput semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
 Di era saat ini rakyat semakin selektif dalam menentukan pilihannya. Jika 
merasa tidak sesuai dengan keinginannya maka tindakan golput lah yang kemudian 
menjadi solusinya. Seperti yang kita ketahui golput telah menjadi tren demokrasi di 
Indonesia. Keberanian seperti ini merupakan keberanian dari masyarakat Indonesia 
yang juga merupakan kemajuan dari konsep demokrasi. 
                                                 
5Miriam Budiarjo, Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi 
Pancasila (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), h. 185. 
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 Ali Masykur Musa menyebutkan beberapa argumentasi penting terkait 
pemilihan Presiden secara langsung. Argumentasi itu adalah: 1) rakyat secara 
langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh; 2) wujud nyata asas 
pertanggung jawaban dan akuntabilitas; 3) menciptakan suasana kondusif bagi 
terciptanya hubungan yang sinergis antara negara dan rakyat.
6
 
 Pada setiap Pemilu, calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 
hanya beberapa persen, itu termasuk memang mereka yang terpaksa tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya yaitu mereka yang meninggal, sedang sakit keras yang 
tidak memungkinkan untuk memilih dan yang lainnya.
7
 Pemilu itu sendiri memiliki 
tujuan yaitu meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dengan adanya pendidikan 
politik itu mampu meningkatkan kualitas politik masyarakat dalam menentukan 
pilihannya. Masyarakat akan menjadi lebih selektif dalam memilih, hal ini dapat 
mengurangi angka ketidak puasan masyarakat terhadap pemimpin yang akan terpilih 
nantinya.  
 Oleh karena itu, tiap warga negara berhak hidup menurut cara, gaya, tempo, 
dan keinginannya sendiri tetapi perlu diingat bahwa hak-hak itu tidak bersifat mutlak, 
mempunyai hak dan menggunakan hak adalah dua perkara. Dalam menggunakan hak 
itu kepentingan nasional sedikitpun tidak boleh dilupakan.
8
 Dalam berpolitik, 
masyarakat bisa menggunakan haknya seperti hak memilih serta memilih itu bukan 
suatu paksaan atau juga bukan kewajiban melainkan hak individu. Pemilu konteksnya 
adalah demokrasi dan kaca matanya adalah tetap demokrasi. Dalam demokrasi 
                                                 
6Ali Masykur Musa, Pemilihan Presiden Langsung ( Jakarta: Sinar Harapan, 2003). 
7Sudirman Tebba, Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan (Yogyakarta: PT. 
Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 71. 
8
M. Hutahuruk, Azas-Azas Ilmu Negara (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 46. 
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memilih itu adalah hak setiap orang. Artinya karena memilih itu adalah hak dari segi 
logika berlaku sebaliknya, yakni tidak memilih itu juga hak setiap orang. Jadi dalam 
demokrasi masyarakat yang memilih Golput adalah hak semua warga Negara. 
 Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas umat muslim akan tetapi 
dengan berkembangnya konteks realitas sosial maka ulama pun memiliki anggapan 
yang beragam. Bahkan majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram 
terhadap perilaku golput. Agama islam dalam hal ini metode hukumnya tidak 
memberikan batasan tertentu dalam melakukan pemilihan terhadap wakil rakyatnya 
sebagai pemimpin selama tidak keluar dari koridor syariat islam. 
 Dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan baik bagi masyarakat maka 
banyak pemikir-pemikir politik yang mengemukakan pendapatnya mengenai 
pemimpin yang ideal, meskipun kultur dan budaya yang dikemukakan banyak di 
pengaruhi oleh zaman saat mereka hidup. Pemikir-pemikir tersebut diantaranya Al-
Mawardi, Al-Ghazali, Abdul A‟la Al-maududi, Al-Baqilani dan masih banyak lagi. 
 Menurut Al-ghazali yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara’, 
yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syariat islam dia 
bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai 
pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan dia didasarkan kepada pendapat 
dan urusan mereka itu.
9
  
 Pada Pemilu saat ini, banyak angka Golput dikarenakan kekecewaan 
masyarakat terhadap sistem Pemilu yang ada atau bisa disebut dengan bentuk protes 
politik yang tidak sempat tersuarakan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. 
Mereka menilai program dan kualitas partai belum jelas, atau belum sesuai dengan 
                                                 
9Suyuti Pulungan, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), h. 257. 
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 Golput juga dapat di sebabkan karena penyelenggaraan pemilu yang 
mengecewakan atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Penyimpangan-
penyimpangan dalam pemilu seperti inilah yang membuat meningkatnya angka 
golput pada setiap pesta demokrasi ini dilaksanakan. Bahkan sudah bukan rahasia lagi 
kecurangan-kecurangan seperti ini telah muncul di media-media nasional, 
penggelembungan suara merupakan salah satunya. Hal ini yamg kemudian 
menimbulkan sakit hati oleh masyarakat sehingga lebih memilih untuk golput pada 
pemilu berikutnya. 
 Hal tersebut membuat penulis untuk mengetahui perspektif hukum apa yang 
dapat di terapkan di Indonesia khususnya untuk membangun demokrasi yang sarat 
dengan partisipasi dan di tunjang dengan kesadaran hukum yang tinggi sebagai 
cerminan kedewasaan dalam berpolitik dan secara aplikatif dapat memunculkan 
pemilih yang selektif dan cerdas di balik bilik suara. 
 Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya dengan judul 
GOLPUT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH (STUDI KASUS 
TERHADAP PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA MAKASSAR). Maka 
dari itu dalam penanganan masalah golput di kota Makasasr di harapkan dapat di 
terapkan syariat islam maupun hukum positif di Indonesia. 
 
 
                                                 
10Sholeh UG, Apa Perlu Jadi Presiden (Yogyakarta: LPSAS PROSPEK, 1999), h. 51.   
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian ini adalah Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi 
Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makassar). 
2. Deskripsi Fokus 
A. Golongan Putih (Golput) 
B. Fiqh Siyasah 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Golongan Putih 
(Golput) 
Golput di indonesia di defenisikan sebagai orang 
atau pemilih yang tidak menggunakan hak 
pilihnya dalam pemilu karena sengaja tidak 
maumenggunakan hak pilihnya serta mereka 





Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman dari 
ulama mujtahid tentang hukum syariat yang 







                                                 
 11T.A Legowo dan Sebastian Salang, Panduan Menjadi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD 
Menghadapi Pemilu (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), h. 69 




C. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah ini terbagi atas dua, yaitu pokok masalahnya adalah 
bagaimana Golput dalam perspektif siyasah syariah (studi kasus terhadap perilaku 
politik  masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan pokok masalah tersebut, akan di 
analisis secara teoritis dan empiris kedalam beberapa sub masalah yaitu : 
1. Bagaimana eksistensi Golput jika dikaitkan dengan demokrasi yang sedang 
terjadi di Kota Makassar ? 
2. Mengapa Golput menjadi salah satu pilihan politik masyarakat Kota Makassar 
? 
3. Bagaimana Golput dalam perspektif siyasah syariah dengan pendekatan 
Maqāṣid Sy-SyarīʻAh? 
 
D. Kajian Pustaka 
 Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan, 
antara lain : 
1. Ali Masykur Musa dalam bukunya “Pemilihan Presiden Langsung” 
membahas tentang partisipasi pemilu (kegiatan memilih) merupakan 
parameter penting dalam menggambarkan performa demokratisasi suatu 
negara, partisipasi pemilu harus diperlakukan sebagai satu bagian dari 
rangkaian dari partisipasi politik. Hasil-hasil jajak pendapat merupakan 
gambaran/masukan yang dapat membantu, tetapi kita harus realistis terhadap 
keterbatasan lingkup, proses dan hasil jajak pendapat tersebut dan 
keberagaman motivasi dari interprestasi atas jajak pendapat tersebut. 
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Keberagaman masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai suatu dinamika 
yang terus berubah sesuai konteks tempat dan waktu.  
2. Muh. Iqbal dalam bukunya “Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik 
Islam” yang membahas tentang kolaborasi praktik dan pemikiran 
ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam islam. Diawali dengan 
penelusuran terhadap system pemerintahan yang pernah di praktikkan oleh 
umat islam sepanjang sejarah, sejak masa Nabi Muhammad S.A.W hingga 
Turki Usmani pada abad ke 20. Selanjutnya diarahkan pada teori-teori dan 
konsep penting dalam pemerintahan dan kenegaraan islam. 
3. Novella Putriasafa dalam skripsinya “Karakteristik Perilaku Pemilih Dalam 
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015 (Studi Di 
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung) 
menyimpulkan bahwa perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis 
dikategorikan rendah, yaitu dengan persentase keseluruhan hanya sebesar 
38,7%. Hal ini disebabkan para pemilih dalam memilih Walikota Bandar 
Lampung dengan kurang memperhatikan faktor suku, agama, jenis kelamin, 
latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, status ekonomi dan 
ikatan kekerabatan atau pertemanan dengan para kandidat. Mereka sangat 
mempertimbangkan keputusan mereka menggunakan hak pilih. Mereka 
mengikuti pemilihan bukan hanya karena mendapatkan uang atau barang dari 
salah satu calon, akan tetapi mereka memilih berdasarkan pilihan mereka 
sendiri tanpa mengikuti pilihan dari orang lain. Di samping itu, mereka 
menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
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Bandar Lampung karena mereka berharap mendapatkan Walikota yang tepat 
dan bisa membawa Kota Bandar Lampung menjadi lebih maju. 
4. Usman dalam Jurnalnya yang berjudul “Islam Dan Politik (Telaah Atas 
Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)” mengemukakan beberapa 
kesimpulan yakni bahwa mengenai agama dan negara berhubungan secara 
komplementer dan integralistik dalam pengertian bersifat saling mengisi dan 
saling melengkapi, atau berada pada spektrum yang lebih “dekat” dengan 
poros tengah atau “jalan tengah”. Yakni adanya peluang bagi agama-agama 
untuk mengisi dimensi etis dari kehidupan bernegara dan moralitas agama, 
sehingga rumusan “Negara Indonesia bukanlah negara agama bukan pula 
negara sekuler”, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama-agama bisa 
hidup dan eksis. Bahwa pandangan dan gagasan tentang demokrasi yang 
dikedepankan tokoh-tokoh pemikir politik Islam Indonesia agaknya secara 
prinsip mengutamakan demokrasi pluralis, dengan konsep demokrasi liberal 
yang berkembang di Barat. Namun demikian, adopsi nilai dan lembaga 
demokrasi Barat ini dilakukannya dengan penambahan dan modifikasi, antara 
lain memasukkan nilai-nilai moral agama. Sehingga dengan demikian 
demokrasi di Indonesia sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 
5. Hadi Daeng Mapuna dalam jurnalnya “Islam dan Negara (Sebuah Catatan 
Pengantar)” menyimpulkan bahwa Pembicaraan mengenai Islam dan Negara, 
baik mengenai perlunya mendirikan Negara Islam maupun menjadikan Islam 
sebagai dasar sebuah Negara tanpa memandang bentuk Negara itu, tampaknya 
masih akan terus berlanjut. Diskursus itu kadang-kadang terdengar begitu riuh 
namun di saat yang lain terdengar sayup-sayup. Tergantung pada momentum 
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pemicunya. Diperlukan kajian yang mendalam, khususnya dikaitkan 
dengan situasi dan kondisi terkini sehingga dapat lebih memperluas 
wawasan dan membawa efek demi teraktualisasinya ajaran-ajaran Islam 
dalam segala aspek kehidupan. 
6. Azman dalam jurnal “Nasionalisme dalam Islam” menyimpulkan yaitu : 
a. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana 
kesetian seseorang secara total diabadiakan langsung kepada negara, di 
mana masyarakatnya dipersatukan karena ras, bahasa, agama, sejarah dan 
adat. Hal tersebut berdasar pada penciptaan manusia yang terdiri atas laki-
laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nasionalisme 
merupakan semangat kelompok manusia yang hendak membangun suatu 
bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar. 
b. Mencintai tanah air tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah mengurus 
suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa 
kebangsaan tanpa mengambil atura Islam. Semangat nasionalisme serta 
cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan islam adalah sikap 
terpuji. Sebagaimana Alquran surah Al-Hujurat mengakui eksistensi 
bangsa-bangsa, tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada 
Ashabiyah. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiyah. 
c. Dengan adanya semangat nasionalisme yang berdasarkan atas persamaan 
niat dan tujuan untuk bersatu dan hendak membangun bangsanya menuju 
masa depan. Dengan penciptaan manusia yang bersuku-suku dan 
berbangsa-bangsa tidak lain untuk saling kenal mengenal sehingga tercipta 
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kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 
penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Golput jika dikaitkan dengan 
demokrasi yang sedang terjadi di Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui mengapa Golput menjadi salah satu pilihan politik 
masyarakat Kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui bagaimana Golput dalam perspektif siyasah syariah 
dengan pendekatan Maqāṣid Sy-SyarīʻAh. 
2. Kegunaan penelitian 
  Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kegunaan sebagai berikut : 
a. Secara Teoritis  
 Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Golput 
dalam perspektif Siyasah Syariah (Studi kasus terhadap perilaku politik 
masyarakat Kota Makassar). 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.  
2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam 
karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk 
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memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima 
dalam perkuliahan. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang 
terkait dalam membahas tentang Golput dalam perspektif Siyasah 




A. Pengertian Golput Dalam Siyasah Syariah 
 Menurut A. Djazuli, Fiqh Siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana 
dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, 
yaitu Negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.
1
 Akan tetapi, 
jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali 
Syariati seperti yang di tulis oleh A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah (siyasah syariah) 
tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang 
sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah).
2
 Sebaliknya, politik dalam arti yang 
murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan. Warga negara, dalam 
bahasa arab biasa disebut degan rakyat,atau umat. Dalam konsep Islam, rakyat 
diartikan dalam empat macam, yaitu:  
1. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan. 
2. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi 
3. Khalayak ramai dan 
4. Umum atau seluruh umat manusia. 
 Menurut Ali Syar'ati rakyat memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan 
ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang 
menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan makna umum 
dalam terminologi makkiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama 
                                                 
 1Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Eresco, 1971), h. 6. 





tauhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya.
3
 Quraish Shihab mengartikan 
rakyat sebagai sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan 
gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu 
untuk mencapainya. Dalam jangkauannya makna rakyat juga berbeda dengan 
nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasar atas persamaan 
tanah air, wilayah, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian 
menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa) dan primodialisme (paling 
diutamakan). Makna rakyat lebih jauh dari itu. Setiap individu dalam satu masyarakat 
Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan. Oleh karena itu, semua 
individu berderajat sama. Tidak ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan 
kekuasaannya.  
 Rakyat menentukan pilihan terhadap jalanya kekuasaan dan persetujuannya 
merupakan syarat bagi kelangsungan orang-orang yang menjadi pilihannya. Umat 
merupakan pemilik kepemimpinan secara umum. Dengan kata lain, umat adalah 
pemilik utama kekuasaan tersebut. Dengan mengutip seorang ulama Usul Fiqh, 
Muhammad Yusuf Musa, Fahmi Huwaydi, mengatakan bahwa, ”Sesungguhnya 
sumber otoritas adalah umat, dan bukan pemimpin, karena pemimpin hanya sebagai 
wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusanya sesuai 
dengan syari’at Allah swt”4 Yang di jelaskan dalam QS al-Maidah/5 : 48 yang 
berbunyi : 
 
                                                 
 3Ali Syariati, Rakyat Dan Imamah, Terjemahan Muhammad Faisol Hasanuddin Dari Al-
Rakyat Waal-Imamah (Bandar Lampung-Jakarta: YAPI, 1990), h.36. 
 4Adeng Muchtar Ghazali, Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah (Bandung: 






           
Terjemahnya: 




 Perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap 
umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak 
menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada 
terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka 
hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut. 
 Selama sistem hukum dalam sebuah negara di landaskan dengan musyawarah 
yakni tidak ada satu undang-undang pun yang menyalahi satu dasar dari satu dasar 
yang baku, juga terwujud didalamnyakeadilan politik dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat, maka sistem itu adalah sistem hukum islam, sekalipun berbeda struktur dan 
nama. Adapun yang dilihat adalah initinya bukan luarnya.
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 Hak-hak rakyat dalam Negara Islam bisa dibedakan atas hak-hak Politik dan 
hak-hak Umum. Namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada hak-hak 
politik rakyat yaitu : 
a. Hak memilih 
  Menurut Ibnu Taimiyah, hal ini didasarkan pada praktek kehidupan 
Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Menurut pendapatnya, 
keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berhak memilih kepala Negara. Semua 
                                                 
 5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 116 





individu memiliki hak untuk memilih kepala Negara. Siapa saja yang mereka 
pilih untuk jabatan ini, maka menurut syara’ dia adalah kepala negara. Ada 
salah satu pendapat dari ahli fikih yakni, ”Siapa saja yang kepemimpinannya 
dan prasetianya disepakati kaum muslimin, maka kepemimipinannya itu sah 
dan wajib membelanya”.7 
b. Hak Bermusyawarah 
  Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya 
meminta pertimbangan dari kalangan ulama, tetapi juga dari semua kelas 
dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat 
yang baik. 
  Musyawarah dengan rakyat dilaksanakan menyangkut beragam urusan 
dunia dan urusan-urusan agama yang bersifat ijtihadiy. Dalam urusan-urusan 
dunia, yang harus dimusyawarahkan adalah hal-hal yang penting saja. 
Tidaklah setiap masalah harus dimusyawarahkan, apalagi jika itu hanya 
masalah-masalah kecil dan kurang penting.
8
 Seperti pada QS Ali-Imron/3 : 
159 yang berbunyi : 
                           
       
 Terjemahnya : 
Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
                                                 
 7Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam (Yogyakarta: Yayasan 
Al-Amin, 1984), h. 17. 









 Sunnah juga sarat dengan pengukuhan rasulullah saw bahwa musyawarah 
adalah dasar hubungan antara pemimpin dan rakyat serta berdasarkannya negara 
dijalankan, juga  terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perkara-perkara hukum 
pemerintahan dan dalam semua perkara umum.
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 Dalam pemaparan diatas golput tidak dibahas secara terperinci dalam islam. 
Akan tetapi ada beberapa poin-poin demokrasi dalam islam yang dapat diterapkan 
dalam masyarakat diantaranya yaitu hak untuk memilih dan hak untuk 
bermusyawarah. Oleh karena itu dengan alasan kemaslahatan bersama maka segala 
tindak perilaku politik masyarakat dalam Islam tetap di perbolehkan. Tidak memilih 
atau golput ini merupakan salah satu bentuk demokrasi baik dalam politik nasional 
maupun siyasah demokrasi itu sendiri. 
 Dari sudut pandang yang lain, Sudarmadji (ketua pengurus pusat dewan 
masjid Indonesia), mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan 
pemimpin, karena dua alasan. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih 
pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput itu akan merugikan umat Islam 
sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan 




 Jadi dapat dikemukakan bahwa dari perspektif Islam sikap Golput dengan 
pemilu dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, pemilu adalah media untuk memilih 
                                                 
 9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, h.71 
 10Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005), h.56. 





pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap Golput itu akan merugikan umat Islam 
sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan 
keinginannya yang dapat berakibat tampilnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan 
keinginan kaum muslim. 
 Dalam Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi antara rakyat dengan negara, 
karena negara didirikan justru untuk kepentingan mengatur kehidupan rakyat dengan 
syariat Islam. Kepentingan tersebut yaitu tegaknya syariat Islam secara keseluruhan 
di segala lapangan kehidupan. 
 Adapun peran rakyat dalam negara Islam ada tiga, pertama melaksanakan 
syariat Islam yang wajib ia laksanakan, ini adalah pilar utama tegaknya syariat Islam, 
yakni kesediaan masing-masing individu tanpa pengawasan orang lain karena 
dorongan taqwa semata, untuk taat pada aturan Islam, kedua, mengawasi pelaksanaan 
syariat Islam oleh negara dan jalannya penyelenggaraan negara, ketiga, rakyat 
berperan sebagai penopang kekuatan negara secara fisik maupun intelektual, agar 
menjadi negara yang maju, kuat, disegani di tengah-tengah percaturan dunia.
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 Pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kali namun, hal yang 
menarik dari data Partisipasi Pemilih dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 2009 
menunjukkan grafik penurunan. Artinya, persentase pemilih yang tidak memilih atau 
diistilahkan dengan Golongan Putih (Golput) menunjukkan kecenderungan 
peningkatan. Beberapa kalangan menilai fenomen Golput di identifikasikan dengan 
"Gerakan Protes", meski demikian yang terpenting untuk diketahui dari gerakan itu 
adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya serta implikasinya terhadap 
                                                 






kehidupan berbangsa dan bernegara. alasan inilah tentunya yang melatar belakangi 
MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut dan sejalan dengan pemerintah yang dapat 
melarang ajakan Golput melihat fenomena Golput dari Perspektif Moral, bagi 
sebagian orang yang memandang memilih pimpinan adalah bagian dari Ibadah, ikut 
pemilihan pimpinan mengandung nilai-nilai Transcendental, maka tidak jadi memilih 
dapat dimaknai lari dari tanggung jawab, karena itu berdosa. Namun, yang tidak 
memberikan suaranya harus dengan alasan yang jelas sebaphal tersebut juga tersirat 
didalam fatwa MUI butir 5 yang mengharamkan Golput.
13
 
 Pada tanggal 26 januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut 
berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai Golput pada Pemilu, dengan dasar 
pertimbangan bahwa : 
1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih 
pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya 
cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah 
dan imarah dalam kehidupan bersama. 
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan 
ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (Siddiq), terpercaya 
(Amanah), aktif dan aspiratif (Tabligh), mempunya kemampuan (Fathonah), 
dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 
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5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada 
calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.
14
 
 Dalam momentum pemilu maupun pilkada, tidak sedikit dana yang 
dikeluarkan. Golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas 
atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau 
hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang Golput. 
Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam 
pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa 
bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Justru hal 
ini menjadi bumerang bagi Golput.
15
 
B. Golput Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang 
 Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini juga 
sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan 
penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur 
pemerintahan. Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat 
dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, dimana telah dilaksanakan sembilan 
tahun yang lalu. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota 
sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
                                                 
 14Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 23. 









 Setiap warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara sudah 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak 
memilih. Seorang warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak untuk 




 Dominasi pemerintah dalam struktur maupun proses pemilihan umum 
sebagaimana berlangsung selama pemilihan umum 1971-1992 bermuara pada 
sejumlah resiko politik. Resiko-resiko itu seperti diuraikan dibawah ini : 
1. Apatisme cenderung meluas dan bisa bersifat destruktif. 
2. Jarang muncul prakarsa dan kreativitas masyarakat. 
3. Praktek politik jalan pintas, manipulasi, korupsi, kolusi dan politik 
menghalalkan segala cara akan terus merajalela. Pada akhirnya kekecewaan 
masyarakat akan bertumpuk dan akan menimbulkan situasi chaos. 
4. Disintegrasi masyarakat yang disebabkan oleh monopoli politik dan 
sentralisasi yang berlebihan. 
5. Pendidikan politik yang menjadi tugas partai dan golkar diambil alih dan di 
monopoli oleh pemerintah. 
6. Masyarakat terperangkap dalam korporatisme.18 
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 Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah wahana politik bagi 
rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin mereka dan atau 
memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama 
mereka. Namun demikian dalam kenyataannya selalu ada sebagian dari rakyat yang 
tidak mengambil bagian dalam pemilu dalam arti tidak memberikan hak suara. 
enyataan ini dimungkinkan karena terjadinya banyak faktor.  
 Diantaranya boleh jadi karena figur-figur calon yang ada tidak sesuai atau 
tidak cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih. Bisa juga karena faktor 
sikap pemilih yang apatis, tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pemilu. 
Bisa juga karena sistem atau mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang 
tidak tertib atau tidak jujur sehingga ada sebagian orang yang tidak terdaftar/ didaftar 
sebagai pemilih. Bisa juga karena hambatan lainnya, misalnya pemilih tidak bisa 
datang ke tempat pemungutan suara karena sakit, atau karena sedang tidak di tempat 
tinggal, dan sebagainya. 
 Selain itu hal-hal yang bisa mencegah terjadinya golput yaitu dengan 
kegiatan-kegiatan sosial yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, hal ini 
dapat menarik kepercayaan masyarakat. Juga, mendidik masyarakat agar 
wawasannya terbuka dan berusaha maju serta tidak bergantung pada orang lain. 
Prinsipnya, masyarakat harus diberi kail jangan di beri ikan.
19
 
 Meskipun di pihak lain, masih terdapat sikap apatis bahkan skeptis terhadap 
efektivitas penyelenggraan pemilu dalam memulihkan kondisi Indonesia, seperti yang 
tergambar dalam sejumlah demonstrasi yang menolak pemilu atau semakin 
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menguatnya gerakan “Golput” sebagai reaksi terhadap kemunculan tokoh-tokoh 
politisi “hitam” sebagai calon-calon anggota legislatif dan eksekutif.20  
 Mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu lalu dengan 
kehendak sendirinya, dan bukan karena faktor seperti yang disebutkan diatas yaitu, 
memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemberiankan hak suara, lazim disebut 
dengan GOLPUT (Golongan Putih).  
 Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan 
urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana 
sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari prespektif undang-undang pemilu. 
Walaupun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu 
dalam pasal 19 dalam Undang-Undang pemilu No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan, 
“Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak 
memilih”.21 
 Kalimat “mempunyai hak memilih” pada pasal 19 di atas dengan sangat tegas 
menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah 
bukan kewajiban, melainkan hak. Walau pun demikian, memberikan suara dalam 
pemilu itu hak tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya 
karena untuk itu Undang-Undang menetapkan syarat administratif, yakni harus 
terdaftar sebagai pemilih. Artinya, jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai 
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pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam 
pemilu walau pun dengan suka rela ia berkehendak melaksanakan.  
 Tiap individu bisa didaftar sebagai pemilih sebagai dalam pemilu karena itu 
Undang-Undang menetapkan dua syarat. Pertama, syarat yang menyangkut 
kecakapan untuk dapat memangku hak politik tersebut secara bertanggung jawab. 
Dalam pertalian ini parameter yang digunakan oleh Undang-Undang pemilu adalah 
usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dalam keadaan 
terganggu jiwa atau ingatannya. Kedua, syarat yang berkenaan dengan tingkat 
loyalitas politik yang ditandai dengan keadaan bahwa yang bersangkutan tidak 
sedang dicabut hak politiknya untuk memilih berdasarkan putusan pengadilan yang 
sudah berkekuatan hukum tetap.  
 Oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-Undang pemilu 
para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak 
menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk 
siapa pun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk 
pemilih tidak menggunakannya. Terkait dalam ini dalam pasal 260 Undang-Undang 
Pemilu Nomor 10 tahun 2008 yang menegaskan larangan melakukan tindakan seperti 
itu dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana, yang bunyi sebagai tersebut: “ 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dan menghalang-menghalangi. seseorang yang akan melakukan haknya untuk 
memilih, diancam dengan hukuman penjara paling singkat dua belas bulan (12 bulan) 





Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan paling banyak Rp. 24..000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah)”.22 
 Larangan seperti itu malah bukan hanya ditunjukkan pada tindakan 
pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam 
pasal 265, ditegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan 
memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan 
anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pidana penjara 
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 
denda paling sedikit RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak RP. 
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”
23
 
 Diatas telah menggambarkan sangat jelas bahwa Golput atau kesenjangan 
“pemilih untuk tidak memilih” oleh Undang-Undang pemilu No 10 Tahun 2008 di 
letakkan dalam posisi yang sama dengan kesenjangan “memilih untuk memilih”, 
yakni sama diletakkan sebagai hak dari setiap pemilih yang dilindungi oleh Undang-
Undang. Perlindungan diberikan sedemikian rupa sehingga Undang-Undang 
mengancam sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan pemaksaan 
terhadap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakannya. 
Demikian juga untuk sanksi pidana diancamkan terhadap pihak-pihak yang berupaya 
mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya 
dengan janji-janji imbalan financial.  
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 Golput jika alasannya hanya karena faktor malas atau tingkat kesibukan dalam 
beraktivitas, maka tingkat kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan dan 
kenegaraan perlu diberikan. Kelompok jenis ini adalah kelompok a-politis yang perlu 
disadarkan. Golput karena merasa calon pemimpin yang ada, dianggap kurang 
kredibel juga akan merugi. Karena dengan golput seperti ini akan terpilih calon 
pemimpin yang tidak diinginkan, jika karena calon yang ada mengobral janji yang 




 Ringkasnya jika dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 
tentang pemilihan umum, sikap Golput atau sikap memilih untuk tidak memberikan 
suara dalam pemilu adalah hak para pemilih yang dihormati dan bahkan dilindungi 
oleh Undang-Undang. Dengan demikian, Golput menurut Undang-Undang No .10 
tahun 2008 tentang pemilu dibolehkan. 
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Golput 
 Faktor peningkatan atau penekanan politik biasanya dilakukan oleh perangkat 
masyarakat atau lembaga menyangkut motif, orang yang membuatnya mengambil 
bagian. Motif-motif ini seperti gaya-gaya partisipasi yang diberikan berbeda-beda 
dalam beberapa hal. Apabila diperhatikan secara cermat tentang gaya pelaksanaan 
gaya partisipasi politik, maka dapat dikemukakan beberapa macam motif yang 
merupakan gaya masing-masing dari karakteristik masyarakat dan penyampaian 
aspirasi politik, antara lain: 
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  Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik, untuk 
mencapai tujuan tertentu. Mereka biasa menjadikan hasrat sebagai modal 
pengetahuan untuk mempengaruhi legislator atau mengarahkan kebijaksanaan 
pejabat pemerintah, bagi mereka yang berpolitik mempunyai kepentingan. 
2. Tidak sengaja 
  Kegiatan politik tidak sengaja adalah kegiatan politik yang hampir secara 
kebetulan, seperti halnya seorang mahasiswa yang menemukan perangkat 
kampanye dipersimpangan jalan, dan kebetulan gambar caleg yang menempel 
adalah merupakan icon bagi dia, maka dengan tidak sengaja dia akan melakukan 
hal yang berbau kampanye, sehingga menyebabkan dia berpartisipasi secara tidak 
sengaja. 
3. Rasional  
  Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang teliti dengan 
mempertimbangkan alat alternative untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian 
memilih yang paling menguntungkan yang sesuai antara pengorbanan dengan 
hasil masih dapat dipertimbangkan. Sesungguhnya melihat atau 
mempertimbangkan makna telah dikenal di masa lalu dan telah menjadi pegangan 




 Golongan masyarakat yang bertindak tanpa berpikir rasional, dan semata-mata 
karena dorongan keinginan yang kuat, kekhawatiran, serta besarnya harapan akan 
                                                 





hal tersebut, yang ingin dicapainya secara instans dengan tanpa berpikir panjang 
untuk mencapainya. 
5. Diarahkan dari dalam dari luar  
  Partisipasi politik seseorang yang diarahkan dari pribadi dan dari luar erat 
hubungannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial, seseorang yang 
diarahkan oleh dirinya sendiri untuk berpartisipasi dengan tanpa ada paksaan. 
Karena arah yang diambil dalam kehidupannya telah dipelajari dalam pribadi 
rumah tangga dengan pedoman kecil dalam sebuah rumah tangga, dengan 
demikian seseorang terlahir akan membawa konsep kecil dari sebuar keluarga 
yang akan dibawa keluar termasuk dalam hal partisipasi politik. 
  Seseorang yang dipengaruhi dari luar lebih Cosmopolitan, orientasi yang 
diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas dan tidak kalah mempengaruhi 
jiwa seseorang selain dari keluarga ataupun orang tuanya. Lingkungan pergaulan 
merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap partisipasi perpolitikan Negara 
ketika lingkungan pergaulannya peduli akan politik maka secara tidak langsung 
akan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk berpartisipasi politik. 
Sesungguhnya orang yang mempunyai akal yang sehat tetap tidak akan dapat 




6. Berfikir dan bertindak 
  Tindakan seseorang akan lebih matang ketika seseorang berpikir lebih dulu 
sebelum bertindak, karena proses berpikir akan lebih jauh dan dipertimbangkan 
untuk sebab dan akibat yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam 
                                                 





partisipasi politik berpikir sebelum bertindak sangat diperlukan, karena partisipasi 
politik dalam hal pemilihan akan merubah ketatanegaraan lima tahun kedepan 
dengan jalan pergantian pemimpin yang akan menentukan arah dan tujuan suatu 
bangsa dan negara. 
 Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari 
demokrasi. Setiap keputusan politik (Kebijakan Pemerintah) yang dibuat dan 
dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 
masyarakat.Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan 
masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi 
keputusan politik. 
 Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, 
maka setiap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah/eksekutif (termasuk 
legilatif) harus melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat 
yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih 
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 Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan 
dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. 
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.
1
 Dengan 
demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, menurut Nanang Martono 
jenis penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami gejala sosial yang 
disusun melalui defenisi hasil pemaknaan dan interpretasi individu secara 
subjektif. Gejala sosial merupakan ciptaan manusia melalui proses interpretasi. 
Penelitian kualitatif lebih senang untuk mencari tahu bagaimana realitas sosial 
tersebut dimaknai oleh seorang individu, sehingga peneliti kualitatif tidak 




 Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Alasan peneliti memilih 
Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena Makassar merupakan pusat 
pemerintahan. Dengan banyaknya partai politik semakin menguatkan animo 
masyarakat dalam berpolitik. Selain itu alasan kedua karena peneliti berasal dari 
kota Makassar. 
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B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 
fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 
ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 
penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup 
kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.
3
 
 Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut :  
1. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan Undang-Undang (statue approach) 
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. 
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. 
2. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan masyarakat, yang dimana 
dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat. 
 
C. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 
baik dari individu seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari Partai 
Politik (4 partai), Komisi Pemilihan Umum (2 orang), Panwaslu (2 orang), 
tokoh masyarakat dari 6 kecamatan (6 orang) jadi jumlah keseluruhan 
sebanyak 14 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
                                                 






No. Nama Jumlah Ket 
1. Partai Politik 4 Partai   
2. KPU 2 Orang   
3. Bawaslu 2 Orang   
4. Tokoh Masyarakat 6 Orang   
 
Jumlah 14 Orang   
Tabel 2 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-
bacaan yang berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku 
hukum atau jurnal. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk 
selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
A. Observasi, menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 
adalah proses proses pengamatan dan ingatan.
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B. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan responden 
baik secara tatap muka maupun melalui telepon genggam. Wawancara 
terbagi atas 2 yaitu wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. 
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah menyediakan 
                                                 






jawaban yang jelas di setiap pertanyaannya sedangkan Wawancara tidak 
terstruktur adalah wawancara yang lebih terbuka kepada responden dan 




C. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk 
surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
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D. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang telah tersedia 
seperti yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang ada 
hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. 
 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.
7
 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen utama. 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
3. Buku catatan dan alat tulis. 
4. Handphone. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
  Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 
mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan 
sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data 
dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian 
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
b. Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban 
menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.
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c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
2. Analisis Data 
   Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, 
teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah di pahami dan tentunya di 
informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 
mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
                                                 










G. Pengujian Keabsahan Data 
Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dan pengolahan 
data dilakukan dengan cara berikut:  
1. Triangulasi 
Triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode 
yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 
perspektif yang berbeda. 
2. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang 
tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 
yang jelas, dan mempermudah peneliti utuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya. 
3. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat 
merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
 
 
                                                 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 





4. Conculusion Drawing/Verivivation (Penarikan Kesimpulan) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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GOLPUT DAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI KOTA 
MAKASSAR 
A. Setting Lokasi Penelitian 
1. Aspek Geoografi dan Demografi Kota Makassar 
  Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, 
sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan 
kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kota 
praja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.  
 Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi 
Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan 
mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene 
Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan 
Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya 
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang 
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didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan 
budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 
2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus 
berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat 
perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 
pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan 
kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun 
udara. 
2. Karakteristik Wilayah Kota Makasar 
 Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas 
wilayah administratif sebagai berikut :  
 Sebelah Utara : Kabupaten Maros  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa  
 Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros  
 Sebelah Barat : Selat Makassar 
 Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 
Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 
Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri 
atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas 
Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan 
Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, 
Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing 
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kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai 
berikut : 
 
Kode Wilayah Kecamatan Luas Area (km2) 
Persentase Terhadap 
Luas Kota Makassar 
010 Mariso 1,82 1,04 
020 Mamajang 2,25 1,28 
030 Tamalate 20,21 11,50 
031 Rappocini 9,23 5,25 
040 Makassar 2,52 1,43 
050 Ujung Pandang 2,63 1,50 
060 Wajo 1,99 1,13 
070 Bontoala 2,10 1,19 
080 Ujung Tanah 5,94 3,38 
090 Tallo 5,83 3,32 
100 Panakukang 17,05 9,70 
101 Manggala 24,14 13,73 
110 Biringkanaya 48,22 27,43 
111 Tamalanrea 31,84 18,12 
7371 Kota Makassar 17.577 100,00 
Tabel 3 
3. Letak dan Kondisi Geografis 
 Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 
Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 119° 18’ 30,18" sampai 
dengan 119°32'31,03" BT dan 5°00' 30,18" sampai dengan 5°14’ 6,49" LS. Sesuai 
dengan karakteristik fisik dan perkembangannya kecamatan Manggala merupakan 
salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. 
Luas wilayah sebesar 24,14 km2 atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah 





4. Kawasan Budidaya 
 Kawasan adalah wilayah yang dilihat dari fungsi utamanya. Kawasan budi 
daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
buatan. Kawasan Budidaya Kota Makassar meliputi : 
a. Kawasan Perumahan  
  Dari rencana pengembangan kawasan permukiman dalam Tata Ruang 
Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori 
pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang, dan 
rendah. Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi : Kecamatan 
Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Sebagian Kecamatan 
Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, 
sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung 
Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo.  
  Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang meliputi : sebagian 
Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan 
Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, 
sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian 
Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah.  
  Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah meliputi : sebagian 
Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan 
Panakkukang, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, 
sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan 
aebagian Kecamatan Ujung Tanah. 
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b. Kawasan Perdagangan dan Jasa  
 Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang 
bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan 
jasa. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas : pasar tradisional (pasar 
tradisional skala pelayanan kota dan pasar tradisional skala pelayanan 
lingkungan), pusat perbelanjaan dan toko modern, rencana pengembangan 
pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan pada Kawasan Bisnis Global 
di Kecamatan Mariso.  
c. Perkantoran  
 Kawasan perkantoran meliputi : kawasan perkantoran pemerintahan 
(tingkat provinsi tingkat kota, tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, 
pemerintahan pusat) dan perkantoran swasta.  
d. Kawasan Industri  
 Kawasan peruntukan industri meliputi : kawasan peruntukan industri 
besar yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, 
kawasan peruntukan industri sedang, kawasan peruntukan industri kecil yang 
terdapat di Kecamatan Ujung pandang. 
5. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 
 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar merupakan bagian dari Komisi 
Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara 
Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 
adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 
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bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi.  
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 
meliputi : 
a. Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD 
b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 
 Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam 
penyelenggaran Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat 
Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat 
hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 
bertugas: 
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 
b. memberikan dukungan teknis administratif; 
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam 
menyelenggarakan Pemilu; 
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 
Anggota 
b. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan 
c. Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan 
gubernur; 




f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan 
bupati/walikota; 
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
h. pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 
i. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 
j. perundang-undangan. 
 Sekretariat KPU berwenang : 
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: 
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan 
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. 
d. Sekretariat KPU Kota Makassar adalah lembaga yang dipimpin oleh 
Sekretaris 




f. Tekhnis dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Program dan 
Data. 
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 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar merujuk pada visi Komisi 
Pemilihan Umum adalah : “ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, 
Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan 
JURDIL”. Integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel merupakan 
dasar dalam penyelenggaraan Pemilu dimana pemahaman masing-masing kata 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Pemilu yang berintegritas : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan 
kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam 
Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan 
kewajiban; 
b. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan 
kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan 
adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; 
c. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh 
pihak manapun; 
d. Pemilu yang Transparan : Penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan 
kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya; 
e. Pemilu yang Akuntabel : Penyelenggaraan Pemilu yang dapat 
dipertanggungjawakan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang 
diambildan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang 
ada. 
 Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi 
Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, 
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akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, 
berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan 
nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga 
penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.  
 Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut 
mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, 
khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan 
Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA 
CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis 
dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara 
pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand 
image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, 
professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan 
umum di Indonesia. 
MISI : 
 Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi, 
Visi, dimana Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun 
waktu 2015-2019. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta 
menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi 
Pemilihan Umum, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut : 
a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan 
Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 
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b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, 
progesif, dan partisipatif; 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku 
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 
d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan 
pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 
e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 
f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan 
pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik 
penyelenggara Pemilu; 
g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, 
akuntabel, serta aksesable. 
TUJUAN : 
 Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan tersebut dirumuskan ke dalam 
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. 
Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang 
dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan 
adalah sebagai berikut : 
a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, 
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu 
b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 
c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia; 
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 
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e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan 
aksesabel. 
SASARAN : 
 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya 
dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat 
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan 
dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan 
kegiatan. Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 
adalah : 
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja 
sasaran strategis sebagai berikut : 
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; 
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; 
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang 
menggunakan hak pilihnya; 
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam 
daftar pemilih; 
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan 
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari 
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja 
sasaran strategis sebagai berikut : 
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; 
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; 
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c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; 
d. Opini BPK atas LHP; 
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca 
Pemilu; 
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan 
Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja 
sasaran strategis sebagai berikut : 
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan 
regulasi; 
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. 
B. Eksistensi Golput Jika Dikaitkan Dengan Demokrasi Yang Sedang Terjadi     
 Di Kota Makassar 
 Dalam berpolitik, masyarakat bisa menggunakan haknya seperti hak memilih 
serta memilih itu bukan suatu paksaan atau juga bukan kewajiban melainkan hak 
individu. Pemilu konteksnya adalah demokrasi dan kaca matanya adalah tetap 
demokrasi. Dalam demokrasi memilih itu adalah hak setiap orang. Artinya karena 
memilih itu adalah hak dari segi logika berlaku sebaliknya, yakni tidak memilih itu 
juga hak setiap orang. Jadi dalam demokrasi golput adalah hak semua warga Negara. 
 Dalam pemerintahan demokrasi, pemilu dianggap sebagai penghubung antara 
prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap 
warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persayaratan menurut undang-





 Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak 
diberikan oleh seperangkat jaminan tercantum dalam peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan pemilihan umum. 
 Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat 
tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, 
memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu 
Negara.
2
 Partisipasi menjadi penting guna menentukan dan menilai penguasa. Pada 
masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok civil society tak 
berdaya membendung berbagai kebijakan tak politis. Kondisi demikian mendorong 
sekelompok intektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan 
struktur lewat gerakan moral salah satunya yaitu golput. 
 Pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 yang lalu, banyak angka 
golput dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap sistem dan pelaksanaan Pemilu 
yang ada atau bisa disebut dengan bentuk protes politik yang tidak sempat 
tersuarakan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Mereka menilai program 
dan kualitas partai serta KPU sebagai penyelenggara belum jelas, atau belum sesuai 




Alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa bahwa efek dari suara yang saya 
berikan tidak bakalan berpengaruh terlalu signifikan setiap segala keputusan 
yang terjadi. Jadi dari pada saya capek-capek pergi mengantri di TPS lebih 
                                                 
 1Andi Haslinda (47 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar, 22 Oktober 2018. 
 2Ramli Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), h. 176.   
 3Zaenal Dg. Beta (60 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi PAN, 
Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 30 Oktober 2018.  
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baik saya pergi berlibur bersama keluarga dan anak-anak saya. Kebetulan 
pemilu kali ini bertepatan dengan hari libur.
4
 
 Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota Makassar berada di angka 
58,98% sehingga jumlah golongan putih berada di atas 40%. Jumlah pemilih sesaui 
DPT yang dikeluarkan KPU Kota Makassar sebanyak 990.836 jiwa sedangkan yang 
memberikan suara sebanyak 584.406 jiwa. Yang tidak menggunakan hak pilihnya 
sebanyak 406.430 jiwa.  Jumlah suara tidak sah sebenarnya mencakup dua kategori, 
yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mereka yang suaranya benar-
benar dianggap tidak sah, karena itu suaranya tidak diperhitungkan sebagai suara.5 
 Perilaku Golput adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem 
politik yang sedang berjalan. Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan 
tidak seragam, melainkan beragam. Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme 
(jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu 
kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap tahun mengalami Pemilu, Pilgub, 
Pilkada dan bahkan Pilkades.
6
  
Jujur saya bilang pada pilgub yang lalu saya memilih golput karena saya 
kecewa pada saat kampanye kandidat terlalu mengumbar janji namun setelah 
terpilih tidak dapat direalisasikan dengan baik. Hal seperti itu hanya akan 
membuat pandangan negative terhadap kandidat yang telah terpilih.
7
 
 Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga 
memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu 
rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar 
                                                 
 4Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak S (Warga) BTN Hamzy Tamalanrea. 
 5Abdullah Manshur (44 Tahun), Anggota KPU Kota Makassar, Wawancara Kantor KPU 
Kota Makassar, 18 Oktober 2018. 
 6Irwan Djafar (47 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi Partai Nasdem, 
Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 25 Oktober 2018. 
 7Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Z (Warga) Perumahan Dosen Tamalanrea. 
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pemilih tetap atau tidak sama sekali.  Sekalipun demikian perilaku golput dalam 
pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk: 
1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes 
yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini 
didasarkan pada empat hal, yaitu: 
8
 
a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak 
mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai 
kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari Track demokrasi, yaitu 
mensejahterakan kehidupan rakyat.  
b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini, sehingga mereka merasa 
merugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Nilai ini 
meliputi kualitas pemilu yang dengan masyarakat merasa nyaman dan yakin 
akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan 
adil.  
c. Adanya hal yang lebih penting dari sekadar hadir ke bilik suara. Hal penting 
ini dikaitkan dengan nilai lebih keatas. Artinya jika dengan memberikan 
suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik 
tidak datang.  
d. Ketidakhadiran karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang 
dinilai kotor.   
                                                 
 8Nursyiam Djamil (44 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Kecamatan Manggala Kota 
Makassar, 22 Oktober 2018. 
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 Cara lain ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata pejabat 
Negara, elit politik, angggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini 
rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja. 
2. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini 
dipilih didasarkan pada :
9
  
a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, kalaupun mereka hadir itu 
dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang 
tak bertanggung jawab.  
b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka 
respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang 
menurut pendukung golput rasional. 
c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur 
dan adil, maka pemilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.  
d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan 
kekecewaan secara terang-terangan, tanpa rasa takut. 
 Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung 
golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang 
selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya 
keberanian. 
 
                                                 
 9Zulfikar Nain (30Tahun), Anggota BAWASLU Kota Makassar, Wawancara Sekretariat 
BAWASLU Kota Makassar, 25 Oktober 2018. 
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C. Faktor-Faktor Penyebab Golput Menjadi Pilihan Politik Masyarakat Di Kota 
Makassar 
 Golput adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu. Apalagi terhadap 
Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa 
semakin demokratis suatu Negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara. 
Abdi Asmara sebagai kader partai demokrat mengatakan, ada dua faktor yang 
menyebabkan partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam politik. Pertama, 
kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kedua, sikap dan 
kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah. Akan tetapi keduanya tidak bisa 
berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di 
pengaruhi oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang 
tua dan pengalaman berorganisasi.
10
 
Apalagi kita tahu sendiri pada pilwalkot kemarin saya rasa sangat rawan 
kecurangan. Karena sejatinya kandidat yang bersaing itu harus beradu 
gagasan dan wawasan dengan kandidat lain akan tetapi keputusan KPU yang 
mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 menjadi suatu keputusan yang 
mencederai kegiatan demokrasi masyarakat. Saya rasa bukan cuma 
lingkungan perumahan dosen yang banyak golput tapi juga di lingkungan 
yang ekonominya menengah kebawah karena pasangan petahana ini sudah 
memberikan bukti nyata kepada masyarakat oleh karenanya masyarakat 
kecewa terhadap calon maupun penyelenggara.
11
 
 Abdullah Manshur (Komisioner KPU Kota Makassar) mengungkapkan 
tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidaksertaan masyarakat Kota 
Makassar dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat 
pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor: 
                                                 
 10Abdi Asmara (44 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi Partai 
Demokrat, Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 25 Oktober 2018.  
 11 Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Z (Warga) Perumahan Dosen Tamalanrea. 
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1. Apatis (masa bodoh), sikap ini lebih dari sekadar manifestasi kepribadian 
otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, 
bagi masyarakat Kota Makassar kegiatan politik tidak memberikan manfaat 
dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap 
politik.  
2. Anomi (terpisah), sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama 
kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Masyarakat Kota Makassar masih 
mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia 
merasa tidak dapat memengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan 
politik. Singkat kata, Anomi adalah sikap jika hal ini menjadi ekstrem dan 
meluas akan mencakup suatu perasaan ketidakberadayaan dalam 
mengendalikan hidup secara umum.  
3. Alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi 
merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan 
bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Masyarakat 
Kota Makassar yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, 
akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan 




 Sedangkan menurut Zulfikar Nain (Anggota Bawaslu Kota Makassar) 
mengklasifikasikan Golput atas 4 (empat) golongan yaitu :
13
 
                                                 
 12Abdullah Manshur (44 Tahun), Anggota KPU Kota Makassar, Wawancara Kantor KPU 
Kota Makassar 18 Oktober 2018. 
 13Zulfikar Nain (30Tahun), Anggota BAWASLU Kota Makassar, Wawancara Sekretariat 
BAWASLU Kota Makassar, 25 Oktober 2018. 
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1. Golput teknis, yakni masyarakat yang karena sebab-sebab teknis tertentu 
(seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke 
tempat pemungutan suara.  
2. Golput teknis-politis, seperti masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih 
karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara 
pemilu).  
3. Golput politis, yakni masyarakat yang merasa tidak punya pilihan dari 
kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu legislatif pemilukada 
akan membawa perubahan dan perbaikan.  
4. Golput ideologis, yakni masyarakat yang tidak percaya pada mekanisme 
demokrasi dan tidak mau terkait didalamnya karena alasan fundamentalisme 
agama atau alasan politik-ideologi lain. 
 Sementara itu Irwan Djafar (Kader Partai Nasdem) mengemukakan 2 
kelompok Golput yaitu : 
1. Kelompok golput awam, yaitu masyarakat yang tidak mempergunakan hak 
pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan 
dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat 
analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.  
2. Kelompok golput pilihan, yaitu masyarakat yang tidak bersedia menggunakan 
hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak 
puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka 
menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada dan 
berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi 
dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisi 
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 Di Kota Makassar sendiri tingkat partisipasi politik cenderung tinggi pada 
lingkungan masyarakat menengah kebawah. Berbanding terbalik pada lingkungan 
orang-orang berintelektual yang justru jumlah partisipasi politik masyarakatnya yang 
begitu rendah. Salah satu contohnya yaitu di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
tingkat partisipasi politik masyarakat begitu rendah dari data yang dihimpun KPU 
Kota Makassar menunjukkan hanya sekitar 45% masyarakat yang menggunakan hak 
pilihnya. 
 Nurkhaeriyyah (PNS KPU Kota Makassar) menjelaskan bahwa wilayah 
Kecamatan Tamalanrea ini merupakan lingkungan masyarakat yang didominasi 
orang-orang berintelektual akan tetapi partisipasi politiknya sangat rendah sehingga 
dapat di kategorikan bahwa wilayah tersebut yang memiliki tingkat Golput tertinggi 
di kota Makassar dengan data Pemilih pada Pilwali yang lalu yaitu jumlah pemilih 
72.420 sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 39.214. Data dan 
fakta di lapangan tersebut yang menjadi acuan dalam mengkategorikan suatu wilayah 
dengan partisipasi politik yang rendah atau degan kata lain yaitu Golput.
15
 
 Golput di Kota Makassar sudah tidak dapat dibendung lagi karena hal ini telah 
terjadi dan telah melekat didalam diri bagi mereka yang sering melakukan golput 
namun sebagai pemerintah maupun dari pihak masyrakat yang harus sama-sama 
berkerjasama dalam mengatasi hal yang sebenarnya dianggap hal sepele ini. Seperti 
                                                 
 14Irwan Djafar (47 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi Partai Nasdem, 
Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 25 Oktober 2018. 




yang kita ketahui bahwa banyaknya angka golput di Indonesia merupakan kesalahan 
dari berbagai pihak. Kita tidak mugkin menghilangkan begitu saja angka golput 
namun masyarakat dan pemeritah harus menakan angka golput.
16
  
 Untuk menekan angka golput, masyarakat berharap agar Komisi Pemilihan 
Umum dan partai politik lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh semua warga Negara. KPU dan partai harus bisa menyakinkan 
masyarakat bahwa ketika menjadi golput bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak 
peduli terhadap Negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu dengan 
mengorbankan jiwa dan raganya. 
 Rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Makassar khususnya di 
Kecamatan Tamalanrea disebabkan oleh banyak kasus yang menguraikan partai 
politik, kurangnya potensi tokoh partai politik, dan kemunduran citra partai. Serta 
sifat apatis masyarakat yang tinggal di lingkungan berintelektual.  
 KPU seharusnya sudah memiliki strategi untuk di sosialisasikan pada 
wilayah-wilayah tersebut.
17
 Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dan 
berkontribusi pada keberhasilan pemilihan. Media massa elektronik perlu membuat 
program yang membantu sosialisassi pemilihan, misalnya berdiskusi terbuka dari semua 
pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan dalam slot khusus yang diberikan oleh 
pemerintah, kemudian mereka menjelaskan program dan komitmen pro-rakyat mereka.
18
 
                                                 
 16 Zaenal Dg. Beta (60 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi PAN, 
Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 30 Oktober 2018. 
 17Abdi Asmara (44 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi Partai 
Demokrat, Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 25 Oktober 2018. 
 18 Zaenal Dg. Beta (60 Tahun), Anggota DPRD Kota Makassar Komisi A Fraksi PAN, 
Wawancara Sekretariat DPRD Kota Makassar, 30 Oktober 2018. 
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 Solusi dalam menekan angka golput di Kota Makassar antara lain:  
1. Permudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih.  
2. Perbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih 
muda (perlu dukungan personil dan anggaran yang memadai).  
3. Mengubah hak memilih menjadi kewajiban memilih.  
4. Sistem pemilu yang digunakan harus sangat mudah dipahami oleh pemilih 
(misalnya dengan jumlah partai yang tidak tertalu banyak, tata cara 
memberikan suara yang mudah, design surat suara yang sederhana).  
5. Waktu sosialisasi dan anggarannya harus disediakan secara cukup. 
 
D. Golput Dalam Perspektif Siyasah Syariah Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-
SyarīʻAh 
 Sebagai negara yang dihuni oleh sebagaian besar umat Islam, selayaknya 
fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI ini menjadi sebuah catatan tersendiri agar 
tidak melakukan golput pada pemilu atau Pemilukada selanjutnya. Sebab, salah satu 
ayat Al-Qur’an di bawah ini dapat menjadikan alasan kita kedepannya 
mempertimbngakan fatwa MUI tersebut. Seperti dalam QS al-Nisa/4 : 59 yang 
berbunyi : 
                              
                              
  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
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sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 




 Bunyi ayat di atas jelas sekali bahwa MUI menggunakan ayat Al-Qur’an yang 
menyuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menaati ulil amri atau 
pemimpin itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kaitannya 
dengan pemilihan pemimpin, seorang yang beragama Islam dan beriman wajib 
hukumnya mengikuti jalannya pemilu yang diselenggarakan pemerintah. 
 Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat 
yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 
mempersekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak, dan lain-lain. 
Perintah-perintah itu mendorong untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, 
anggotanya tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan rasul, tunduk 
kepada ulil amr, menyelesaikan perselisihan berdasar nilai-nilai yang diajar al-Qur’an 
dan sunnahserta yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai 
pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum. 
 Secara khusus, dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan 
untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukmin 
agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara 
berurut dinyatakan-Nya; Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-
perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad 
saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun 
perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih 
dan perkenankan juga ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, 
                                                 
 19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 87 
62 
 
selama mereka merupakan bagian diantara kamu, wahai kamu orang-orang mukmin, dan 
selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah rasul-Nya. 
Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu 
tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan tidak juga petunjuk 
rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa 
firman Allah yang tercantum dalam al-Qur’an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul 
saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara 
mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni 
sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki 
kekurangan, dan disamping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia 
kamu maupun kehidupun akhirat kelak. 
 Ulil amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. 
Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan 
masyarakat. Siapakah mereka ? ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para 
penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili 
masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. 
 Disisi lain, bentuk jamak pada kata uli dipahami oleh sementara ulama dalam arti 
mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang 
menetapkan dan membatalkan sesuatu misalnya dalam hal pengangkatan kepala Negara. 
Masyarakat sendiri dengan meneladani dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan 
kepada pengalaman masyarakat selama ini yang langsung member wewenang tersebut 
secara factual, walau tidak tertulis. 
 Taat dalam bahasa al-Qur’an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau 
menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang di 
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perintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang di lakukan oleh penguasa 
untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Ayat ini juga 
mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan ummat Islam untuk 
menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislative. 
 Sementara ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan 
perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan rasul-Nya, khususnya jika 
muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat jelas pada pernyataan, maka jika kamu menarik 
pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 
rasul (sunnah), dan ayat-ayat sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari 
sumber hukum selain Rasul saw, lalu penegasan bahwa Rasul tidak diutus kecuali untuk 
ditaati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul saw.20 
 Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Akan tetapi, 
seiring dengan konteks perkembangna realitas sosial, perspektif para ulama pun 
beragam.  Fatwa haram itu sah-sah saja dari sisi MUI, tetapi di hak asasi itu sendiri 
tidak mencerminkan hak asasi orang, karena orang punya hak memilih atau tidak 
memilih, untuk konteks ini fatwanya bisa dikatakan tidak efektif dan hanya sekadar 
pendapat hukum saja dan pendapat hukum itu kemungkinan besar tidak memengaruhi 
partisipasi politik dalam masyarakat untuk ikut pemilu baik Pilkada/ Pilwalkot, 
Pilleg, Pilgub, dan Pilpres.
21
 
 Jadi kewibawaan fatwa tadi itu justru tidak bisa memengaruhi atau 
berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih atau 
tidak, karena masyarakat memilih atau tidak itu atau keterlibatan dalam pemilih itu 
                                                 
 20M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 583-588. 
 21Andi Haslinda (47 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar, 22 Oktober 2018. 
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bukan karena dorongan agama, tapi karena dorongan kalkulasi politik yang mereka 
miliki, kalau mereka memilih dapat apa dan kalau dipilih dia menang bagaimana. Jadi 
masyarakat cenderung apatis dalam konteks pemilu secara umum dan fatwa itu 
sendiri tidak mengikat dan masyarakat punya hak untuk tidak mentaati, karena ini 
fatwa politik, meskipun itu dalam lembaga agama.
22
 
 Mendorong rakyat memilih dengan fatwa haram atau melalui doktrin usang 
bahwa memilih adalah ikut menentukan masa depan bangsa sangat diragukan 
manfaatnya. Terlebih penting adalah kesanggupan melakukan introspeksi mengapa 
rakyat sampai enggan memilih, yang notabene adalah haknya selaku warga Negara 
yang paling berharga. Rakyat kecewa, atau bosan, karena partisipasi mereka dalam 
pemilu bukan melahirkan pemimpin dan elit politik yang berkualitas melainkan 
menghasilkan sekelompok elit pemimpin yang berperilaku tidak terpuji seperti yang 
diberitakan di media massa.
23
 
                                                 
 22Abdullah Manshur (44 Tahun), Anggota KPU Kota Makassar, Wawancara Kantor KPU 
Kota Makassar 18 Oktober 2018. 






 Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Perilaku Golput adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem 
politik yang sedang berjalan. Karena itu bentuk perilaku golput yang 
ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Golput juga dimaknai sebagai 
perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. 
2. Di Kota Makassar sendiri tingkat partisipasi politik cenderung tinggi pada 
lingkungan masyarakat menengah kebawah. Berbanding terbalik pada 
lingkungan orang-orang berintelektual yang justru jumlah partisipasi politik 
masyarakatnya yang begitu rendah. Salah satu contohnya yaitu di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar tingkat partisipasi politik masyarakat begitu 
rendah dari data yang dihimpun KPU Kota Makassar menunjukkan hanya 
sekitar 45% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. 
3. Fatwa MUI yang mengharamkan golput justru tidak bisa memengaruhi atau 
berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih 
atau tidak, karena masyarakat memilih atau tidak itu atau keterlibatan dalam 
pemilih itu bukan karena dorongan agama, tapi karena dorongan kalkulasi 
politik yang mereka miliki, kalau mereka memilih dapat apa dan kalau dipilih 
dia menang bagaimana. Jadi masyarakat cenderung apatis dalam konteks 
pemilu secara umum dan fatwa itu sendiri tidak mengikat dan masyarakat 
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punya hak untuk tidak mentaati, karena ini fatwa politik, meskipun itu dalam 
lembaga agama. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk menekan angka golput terus meningkat di Kota Makassar maka KPU 
sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
betapa pentingnya menggunakan hak pilihnya dan tidak memilih golput. 
2. KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara harus memiliki kreatifitas dalam 
memperbaiki penyelenggaraan pemilu mulai dari pendataan penduduk, lokasi 
TPS serta tata cara pelaksaanan yang tidak mempersulit masyarakat. 
3. Calon pemimpin baik di Pilwali, Pilgub maupun Pileg sebaiknya lebih 
memperhatikan aspek psikologis pemilih. Dengan melaksanakan janji-janji 
yang telah disampaikan kepada masyarakat dan kembali bersilaturahmi 
kepada masyarakat setelah terpilih agar masyarakat tidak merasa dirugikan 
dalam pelaksanaan pemilu. 
4. Fatwa MUI yang mengharamkan golput agar tidak dikaitkan dengan nuansa 
politik oleh partai atau golongan tertentu agar dapat melahirkan pemimpin 
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1. Bagaimana pendapat anda tentang eksistensi  golput yang menjadi salah 
satu pilihan politik masyarakat di kota Makassar ? 
2. Apakah perilaku pemilih yang Golput memiliki pengaruh terhadap 
pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di kota makassar? 
3. Dimana wilayah yang tingkat terjadinya Golput sangat tinggi di kota 
Makassar ? 
4. Apakah golput merupakan cerminan dari kurangnya tingkat kesadaran dan 
tanggung jawab kebangsaan dalam bernegara ? 
RM 2 
5. Mengapa golput menjadi salah salah satu pilihan politik masyarakat kota 
Makassar ? Apa faktor-faktornya ? 
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya Golput di wilayah tersebut 
? 
7. Bagaimana pendapat anda tentang golput yang terjadi terhadap pemilih 
pemula ? 
8. Apa solusi anda untuk dapat mengurangi tingkat terjadinya Golput di kota 
Makassar ? 
RM 3 
9. Jika dikaitkan dengan perspektif islam, menurut anda apakah golput 
bertentangan dengan nilai-nilai siyasah ? 
10. Bagaimana tanggapan anda tentang MUI yang mengharamkan Golput di 
Indonesia ? Sesuai atau tidak ? 
11. Dapatkah anda jelaskan alasan yang melatar belakangi MUI 
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